
 
 
 
 
 

PERATURAN BERSAMA 
 

GUBERNUR JAWA TIMUR  
DAN 

GUBERNUR JAWA TENGAH  
    
     NOMOR  20 TAHUN 2013 
   NOMOR 

 
TENTANG 

 
RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU  

PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO 
 

GUBERNUR JAWA TIMUR DAN GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 
 

Menimbang : a. bahwa rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 
sebagai suatu ekosistem merupakan salah satu penyebab 
terjadinya bencana alam seperti bencana banjir, tanah 
longsor dan kekeringan, hal ini dipercepat oleh peningkatan 
pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari 
pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik 
kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor,  antar  
wilayah hulu-tengah-hilir; 
 

  b. bahwa untuk mewujudkan sumberdaya hutan dan lahan 
berfungsi optimal dan untuk menjamin keseimbangan 
lingkungan dan tata air Daerah Aliran Sungai, serta 
memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi 
masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 
perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 
pada Daerah Aliran Sungai Solo yang secara adminsitratif 
berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa 
Tengah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat 
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan 
Bersama Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah 
tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 
Pada Daerah Aliran Sungai Solo. 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan 
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 



 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan 
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

  4.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

  5.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  7.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

  8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5059); 

  9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234); 



 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5117); 



 
 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5230); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran  Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 
Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 15); 

  22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Terpadu; 

  23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 
tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Terpadu; 

  24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/617/ 
KPTS/013/2011 tentang Tim Penyusun Rencana Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Terpadu Satuan Wilayah Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Solo Provinsi Jawa Timur. 

  25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/64/2011 
tentang Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Terpadu Daerah 
Aliran Sungai Solo; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR DAN 
GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU PADA DAERAH ALIRAN 
SUNGAI SOLO. 

   
Pasal 1 

 
Dengan Peraturan Bersama ini ditetapkan Rencana Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Terpadu pada Daerah Aliran Sungai Solo. 



 
 
  Pasal 2 

 
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk meningkatkan 
koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi proses kegiatan 
dan pelaksanaan terhadap pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Solo. 
 

  Pasal 3 

 
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :  
 

a. Buku Utama Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Terpadu pada Daerah Aliran Sungai Solo sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I; 

b. Buku Data Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 
pada Daerah Aliran Sungai Solo sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran II; 

c. Buku Peta Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 
pada Daerah Aliran Sungai Solo, Peta Administrasi, Peta Batas 
Das-Sub Das, Peta Jenis Tanah, Peta Kemiringan Lereng, Peta 
Penggunaan Lahan, Peta Perlindungan Setempat, Peta 
Morfologi, Peta Status Kawasan Hutan, Peta Kekritisan Lahan, 
Peta Arahan Fungsi Pemanfaatan Lahan, Peta Tata Ruang 
Berbasis Das, Peta RTRW Provinsi, Peta Paduserasi Antara 
RTRW Provinsi Dengan Tata Ruang Lahan Berbasis DAS, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. 

 
  Pasal 4 

 
Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan 
jangka panjang untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun mulai 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2027. 
 
 

  Pasal 5 
 

Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dapat dievaluasi dan ditinjau kembali 
setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
  Pasal 6 

 
Membebankan biaya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Terpadu pada Daerah Aliran Sungai Solo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pada : 
 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Timur;  



 
 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah; 

d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.  
 
 

  Pasal 7 
 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bersama Gubernur ini dengan menetapkannya dalam 
Berita Daerah Provinsi Jawa Timur dan Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal  27 Maret 2013   

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal     

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
 
 

ttd 
 
 

BIBIT WALUYO 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 
 
 
 
 
 

Dr. H. SOEKARWO 
 
 

 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 15 April 2013 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 

 
 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
  

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600229 198603 1 004 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI JAWA TIMUR, 

 
 
 
 

Dr. H. RASIYO, MSi 
Pembina Utama 

   NIP. 19511217 197803 1 004 
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